
WALIKOTA BAUBAU

PROVIWSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: Cb TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT LAYANAN PENGADAAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat terutama dibidang pengadaan barang/jasa, perlu
dilakukan upaya perbaikan dalam proses dan mekanisme
sehingga lebih terpadu, efektif, efisien dan tranparan;

b
. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 (ayat 1) dan Pasal 130

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah maka Pemerintah Kota Baubau membentuk Unit

Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan
pelayanan di bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Baubau;

c
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Baubau;

1
. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120);

4
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);






























